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BAB I 

MASALAH PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengaruh globalisasi yang begitu pesat dewasa ini yang ditandai 

dengan terus berkembangnya ilmu pengetahauan dan teknologi tentunya 

akan membawa dampak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dan  

hal ini akan sangat tergantung pada kesiapan manusia dalam menghadapi 

perubahan dan pembaharuan tersebut. Kompetisi global adalah hal yang 

pasti terjadi dan hanya negara-negara yang siaplah yang akan menjadi 

pemenangnya. Dan salah satu faktor penting penentu kemajuan  suatu   

negara   bisa   dilihat   dari sejauhmana daya saing sumber daya manusia 

yang dimilikinya, termasuk bagaimana kualitas SDM pemerintahannya. 

Oleh karenanya peningkatan daya saing SDM dilingkungan pemerintah 

sangat penting sebagai upaya meningkatkan performance dalam 

memberikan pelayanan publik yang prima.  

Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia (World Economic 

Forum), Peringkat daya saing global Indonesia dalam Global 

Competitiveness Index 2019 turun lima peringkat. Indonesia menduduki 

peringkat ke 50 dunia, dari yang sebelumnya posisi ke 45.  

Daya saing Indonesia juga masih kalah dari Malaysia di posisi ke 27 dan 

Thailand di posisi ke 40. Tentunya indek daya saing ini memiliki korelasi 

yang sangat penting dengan upaya mempersiapkan birokrasi yang adaftif, 
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inovatif serta responsive terhadap perkembangan global. Sudah saatnya 

kita mencontoh negara-negara maju yang mampu mengandalkan 

birokrasinya sebagai katalis pembangunan serta ujung tombak layanan 

publik. 

Peran pemerintah yang strategis pun akan banyak di dukung oleh 

bagaimana birokrasi publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana 

mereka mampu melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. 

Dimata publik image birokrasi selama ini masih diidentikkan dengan 

kinerja yang lamban, berbelit-belit dan terlalu birokratis. Dari apa yang 

dikemukakan tersebut, birokrasi publik menanggung beban dan fungsi 

yang sangat penting. Hal ini tentunya terkait dengan birokrasi pemerintah 

yang merupakan ujung tombak baik dalam penyelenggaraan publik, 

maupun penyelenggaraan pembangunan. Dilihat dari peran dan fungsi 

yang dilaksanakan tersebut birokrasi dituntut dapat menjadi sosok 

lembaga yang akomodatif dan responsif terhadap tuntutan lokal maupun 

global. Bertolak dari kenyataan ini maka efisiensi, produktivitas dan kinerja 

birokrasi secara keseluruhan menjadi komponen vital dan mendesak 

diperjuangkan.  

Reformasi birokrasi yang saat ini sedang digelorakan oleh 

pemerintah tidak akan mampu mengubah sistem pemerintahan secara 

komprehensif jika mengabaikan aspek sumber daya manusia.  Dalam 

sistem birokrasi publik sumber daya manusia memiliki peran strategis dan 
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menentukan. Karena bagaimanapun sumber daya manusia dalam 

birokrasi harus mampu menangani permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi. Oleh karenanya untuk mewujudkan pegawai yang profesional 

diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang mumpuni 

serta sikap perilaku PNS sebagai penyelenggara negara, abdi negara dan 

abdi masyarakat. Penampilan aparatur pemerintah sebagai individu dapat 

dicerminkan dari perilaku, kemampuan, keterampilan, kejujuran, 

kesadaran, integritas dan ketabahan di dalam menjalankan tugasnya baik 

dibidang pelayanan publik maupun sebagai penggerak utama 

pembangunan. 

Salah satu garda terdepan dalam pelayanan publik di Daerah 

adalah kantor kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, ruang lingkup 

tugas kecamatan terdiri dari beberapa fungsi yakni fungsi koordinasi, 

pembinaan dan pengawasan, dan pelimpahan kewenangan yang bila 

melihat dari pelimpahan kewenangannya, fungsi ini berhubungan erat 

dengan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 

152 Tahun 2019 dalam Pasal 52 disebutkan bahwa Kecamatan 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam 

Pasal 55 ayat (1) disebutkan Kecamatan mempunyai tugas 

pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik 

dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.  
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Salah satu kecamatan yang terletak di daerah elit wilayah Kota 

Administrasi Jakarta Selatan adalah Kecamatan Setiabudi. Disebut 

daerah elit karena di wilayah ini terdapat banyak gedung-gedung tinggi 

terutama di daerah Kuningan. Kecamatan Setiabudi memiliki luas wilayah 

8,85 km2 dan terdiri dari 8 Kelurahan, 50 RW dan 511 RT. 8 Kelurahan 

tersebut diantaranya Kelurahan  Setiabudi; Guntur; Karet;  Karet  

Semanggi; Karet  Kuningan;  Kuningan  Timur; Menteng  Atas; dan Pasar 

Manggis. Dengan luas wilayah dan letak geografis yang sangat strategis, 

tentu peran Kecamatan Setiabudi sangat penting dalam mengkoordinir 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Setiabudi, 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta pemberdayaan 

masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Setiabudi. Dan performa 

kecamatan tentu sangat bergantung dari kuantitas dan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.  

Kondisi saat ini pada Kantor Camat Kecamatan Setiabudi masih 

dapat dijumpai beberapa pegawai yang kompetensinya perlu ditingkatkan 

agar sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan 

pengamatan penulis di lapangan masih dijumpai beberapa indikasi 

permasalahan antara lain masih adanya pegawai yang belum mengikuti 

pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Sehingga tentu 

dalam melaksanakan tugas pekerjaannya belum optimal karena belum di 

dukung oleh skill (keterampilan) yang memadai. Berikut rekapitulasi 

pegawai yang sudah mengikuti program pelatihan : 
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Tabel 1 
Pelatihan Pegawai 

 

No Jenis Pelatihan Jumlah Ket 

1 Pelatihan Teknis 12 orang  

2 Pelatihan Fungsional 12 orang  

3 Pelatihan Manajerial  9 orang  

4 Belum mengikuti pelatihan -  

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Setiabudi 

Selain itu dari aspek kualitas pengetahuan pegawai juga belum 

memadai secara keseluruhan. Karena dari total pegawai yang ada, masih 

ada pegawai yang memiliki latar belakang Pendidikan bukan sarjana. 

Berikut data Pendidikan formal pegawai di Kecamatan Setiabudi. 

Tabel 2 

Data Pendidikan Pegawai 

No Tingkatan Pendidikan Jumlah 

1. SMA 1 orang 

2. D III 2 orang 

3. D IV - 

4. S1 2 orang 

5. S2 8 orang 
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Setiabudi  

Adapun terkait dengan masalah kinerja dan kualitas pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan Setiabudi dirasa belum optimal, hal ini bisa 

dilihat dari masih adanya masyarakat yang mengeluh lambatnya 

pelayanan yang diberikan. keluhan dari masyarakat. Faktor kualitas 

pegawai juga sering menjadi permasalahan dalam kaitannya dengan 

produktivitas kinerja organisasi Kelurahan itu sendiri 
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Selain itu masih adanya staf yang belum mempunyai keterampilan dalam  

menggunakan teknologi informasi, sedangkan semua proses pekerjaan 

atau tugas akan selalu berhubungan dengan komputer. Masih rendahnya 

hasil kerja pegawai di beberapa unit, hal ini bisa dilihat misalnya staf tata 

usaha yang sering melakukan kesalahan administrasi sehingga harus 

dilakukan perbaikan berulang ulang. Hal ini menjadi indikasi minimnya 

pengetahuan sebagian pegawai dibidang administrasi ketatausahaan. 

Selanjutnya belum adanya kesadaran dari pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh pimpinan, hal ini  dikarenakan 

budaya kerja sebagian pegawai yang sering menunda-nunda pekerjaan. 

Selain itu juga masih rendahnya motivasi kerja pegawai terhadap tugas 

dan pekerjaannya. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya hubungan 

interpersonal yang mengakibatkan hubungan kerja baik antar pegawai 

maupun antara atasan dan bawahan..  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Setiabudi Kota 

Administrasi Jakarta Selatan.” 

B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan gejala-gejala atau indikasi-indikasi yang telah 

dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam 

penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada “Faktor-Faktor Apa 
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Saja Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan 

Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan ?”. 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 
1.   Tujuan Penelitian 

 

   Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui/menilai kinerja dan 

sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada 

Kantor Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

2.   Manfaat  Penelitian 
 
 

a. Manfaat penelitian terhadap dunia akademik : 
 
       Dengan mengetahui hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Setiabudi Kota 

Administrasi Jakarta Selatan diharapkan dapat memperkaya atau 

menambah pengetahuan tentang teori Manajemen Kinerja dan 

Teori Manajemen SDM.  

 

b. Manfaat terhadap dunia praktis 

 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran 

atau masukan-masukan untuk meningkatkan  kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan 

serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

perbaikan kinerja pegawai yang diharapkan oleh masyarakat. 

 


